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PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGERA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

bahwa pedoman pemberian tambahan penghasilan pegawali
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kuningan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Kuningan Nomor 92 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2020;

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang ada perlu
adanya peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati
dimaksud sehingga perlu adanya perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kuningan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Kuningan Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025;

15. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps
Pegawai Republik Indonesia;

16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011,

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun
2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Negeri Sipil;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10
Tahun 2019;

21. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Kuningan;

22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 92 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan
Nomor 23 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 92 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor
92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2020,
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN diberikan bagi ASN
Pemerintah Daerah.

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN tidak diberikan

kepada :

a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang
nyata-nyata  tidak mempunyai tugas/jabatan/
pekerjaan tertentu pada perangkat daerabh;

b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

c. Pegawai ASN vyang menjalani hukuman pidana
penjara,;

d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan
hormat;

e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga
Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah
Daerah;

f. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam
bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

g. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;

h. Pegawai ASN yang menjabat sebagai Kepala Desa dan
Sekretaris Desa; dan

i. Pegawai ASN yang sedang mengajukan banding
administratif terhadap putusan hukuman disiplin
berat.

Tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN yang
melaksanakan cuti diluar dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diberlakukan sama dengan
tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN.

Tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN pindahan dari
luar Pemerintah Daerah diberikan pada bulan
berikutnya setelah ada penetapan Surat Keterangan
Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dari instansi asal.

Pegawai ASN yang mengalami perpindahan antar
instansi maka tambahan penghasilan dibayarkan di
Perangkat Daerah baru pada bulan berikutnya.



(6) Pegawai ASN yang mengalami perpindahan jabatan dari
struktural ke fungsional dan sebaliknya, dibayarkan
berdasarkan TPP jabatan baru pada bulan berikutnya.

(7) Pemberian TPP ASN ditunda apabila pegawai :

a. tidak melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai dengan batas
waktu yang ditentukan; atau

b. terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban
sesuai keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); atau

c. tidak mengembalikan Barang Milik Daerah.

(8) ASN yang sedang menjalani proses hukum karena
menerima gratifikasi dan tidak diberhentikan sementara
atau dinonaktifkan, maka TPP yang diterima hanya
diberikan sebesar 50% (lima puluh persen)

(9) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
telah melaksanakan kewajibannya maka pegawai yang
bersangkutan dapat menerima TPP ASN sesuai dengan
haknya yang tertunda.

(10) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) termasuk pembayaran angsuran untuk memenuhi
kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi (TPTGR).

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) PIt. atau PIh. diberikan TPP ASN tambahan jika menjabat
dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan
kalender.

(2) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan adalah sebagai
berikut :

a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung
yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP
ASN tambahan, sebesar ditambah 20% (dua puluh
persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau
Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya,;

b. pejabat setingkat yang merangkap PIt. atau Plh.
jabatan lain yang setingkat, menerima TPP ASN yang
lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari
TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif
atau Jabatan yang dirangkapnya;

c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang
berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang
merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP
ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang
tertinggi; dan

d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap
sebagai PIt atau Plh dibayarkan terhitung mulai
tanggal menjabat sebagai PIt. dan Plh.



Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
ada tanggal 8 Juli 2020

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 8 Juli 2020

UNINGAN,

4 DIAN RACH AT YANUAR
ININGEZ
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 40






